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BAB I 

PENDAHULUAN                                                              

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya menjadikan 

perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, dengan demikian tentulah 

membutuhkan suatu pembaharuan atau inovasi bukan hanya dalam hal tekhnologi 

namun  juga dalam norma atau aturan dalam masyarakat itu sendiri. Manusia 

merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang 

lain dalam kehidupannya dan tentunya  saling berinteraksi satu sama lain. Dalam 

menjalankan kehidupan tersebut lazimnya terjadi benturan-benturan atau 

perselisihan sehingga munculah masalah-masalah yang pada akhirnya 

membutuhkan hukum dalam penyelesaiannya. Dalam menegakkan keadilan 

perlunya suatu perangkat hukum yang tepat dan bisa menciptakan kepastian hukum 

bagi pencari keadilan. Salah satu masalah yang sering muncul yaitu masalah 

keperdataan mengenai ingkar janji atau yang dikenal dengan istilah Wanprestasi 

dan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).  

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang 

satu dengan yang lainnya dalam pergaulan masyarakat maupun dalam hubungan 

keluarga. Didalam hukum perdata terdapat hukum acara perdata yang memiliki 

fungsi untuk mempertahankan eksistensi serta menengakan ketentuan yang terdapat 

dalam hukum perdata materiil. 

Pengaturan hukum acara perdata sangatlah penting, hal tersebut 

dikarenakan agar menjamin adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan 
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karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk menjaga hak keperdataannya 

sebaik mungkin dari pihak yang melanggar sehingga menimbulkan kerugian. Selain 

itu hukum acara perdata berperan untuk menegakkan, mempertahankan serta 

menjamin hukum materill dalam praktiknya agar ditaati.1 Dalam Pasal 2 Ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat 

asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.2 Dengan adanya asas ini tentu 

diharapkan suatu proses penyelesaian perkara perdata yang tidak berbelit-belit, 

jangka waktu yang tidak terlalu lama, dan biaya yang murah bagi masyarakat 

pencari keadilan. Namun, di Indonesia sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa 

penyelesaian dalam perkara perdata dinilai bertele-tele dan lama sehingga tidak 

tercapainya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perkara yang penyelesaiannya 

berlarut-larut, lama, bahkan suatu perkara yang bisa sampai ke ahli waris karena 

terlalu lama dalam proses penyelesaiannya yang mengakibatkan menumpuknya 

perkara di pengadilan. 

Penyelesaian sangketa perdata dalam penerapannya memerlukan suatu 

proses yang panjang dan juga tidak terdapat pembagian nilai gugatan dan objek 

gugatan serta mengenai tidak sederhananya suatu pembuktian yang mengakibatkan 

penyelesaian perkara perdata masih memakan waktu yang lama walaupun telah 

dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 oleh Makmamah Agung yang 

menuliskan bahwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama lama penyelesaian perkara  

 
1 Dwi Agustine, “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata”, Jurnal Rechtsvinding, 

ISSN 2089-9009, Juni 2017, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 1.  
2 Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 



3 
 

  

paling lambat yaitu 5 (lima) bulan, dalam  Pengadilan Tingkat Banding paling lama 

3 (tiga) bulan. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih belum mampu 

mengatasi lamanya penyelesaian sangketa perdata tersebut. 

Ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penyelesaian perkara perdata 

tersebut dapat mengakibatkan gugatan dengan nilai yang kecil tetapi karena 

prosedur penyelesaian yang lama dan sistem peradilan yang berjenjang membuat 

biaya yang keluar dalam menyelesaikan sangketa lebih besar daripada nilai gugatan 

yang diajukan. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan di peradilan Indonesia maka Mahkamah Agung 

Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 

2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Istilah gugatan 

sederhana ini biasanya dikenal juga dikenal dengan istilah small claim court. 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur mengenai ketentuan atau syarat 

perkara perdata yang masuk kedalam kategori Gugatan Sederhana serta cara 

penyelesaiannya. Hal ini tentunya diharapkan menjadi langkah baru dalam 

menyelesaikan perkara perdata serta menerapkan asas peradilan sederhana, cepat 

dan biaya ringan dan tentunya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dari 

putusan hakim.3  

Syarat perkara yang termasuk kedalam gugatan sederhana berdasarkan 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yaitu gugatan yang diajukan mengenai ranah 

wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (PMH) yang memiliki nilai materil 

 
3 Efa Laela Fakhriah, “Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, Jurnal Mimbar Hukum, 2012, Bandung, 

Universitas Padjajaran, hlm. 10.  
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maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bukan merupakan sangketa 

hak atas tanah, bukan  perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus, 

hanya terdiri dari  satu tergugat dan penggugat kecuali pihak tersebut memiliki 

kepentingan hukum yang sama, jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya 

maka tidak termasuk gugatan sederhana, tempat tinggal atau domisili pihak 

penggugat dan tergugat sama (bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama), 

penggugat dan tergugat wajib hadir dalam persidangan tanpa atau bersama 

didampingi oleh kuasa hukum, penyelesaian sangketa dalam tenggang waktu 

maksimal 25 hari sejak hari sidang pertama dilakukan.4 

Namun setelah 4 tahun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berlaku, kemudian dirubah 

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang  Perubahan 

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana, hal ini merupakan langkah untuk 

mengoptimalkan PERMA sebelumnya karena dianggap belum sepenuhnya 

mencerminkan atau menggambarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta 

jumlah gugatan dalam gugatan sederhana semakin meningkat sehingga perlunya 

terobosan yang lebih maksimal.  

Terdapat beberapa perubahan yaitu mengenai nilai materil gugatan yang 

semula dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 hanya maksimal Rp. 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) kemudian dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 menjadi Rp. 

 
4 Pasal 3, 4, 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2 Tahun 2015 Tentang Tata 

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 



5 
 

  

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila wilayah hukum penggugat dan 

tergugat berbeda maka penggugat dapat menjunjuk kuasa (kuasa insidentil atau 

wakil) di alamat atau wilayah hukum tergugat, adanya e-court atau 

pengadministrasian perkara perdata secara online, adanya putusan verstek dan 

verzet, serta mengenal adanya sita jaminan dan eksekusi. 

Dalam pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana dikenal istilah 

pemeriksaan pendahuluan. Implementasi atau pelaksanaan dalam pemeriksaan 

pendahuluan ini hakim berhak menentukan apakah gugatan penggugat memenuhi 

syarat gugatan sederhana atau tidak termasuk kedalam gugatan sederhana sesuai 

ketentuan dalam Pasal 3 dan 4  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 

yaitu gugatan sederhana diajukan terhadap perkara wanprestasi atau perbuatan 

melanggar hukum dengan nilai materil maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah), bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus serta 

bukan sangketa hak atas tanah, para pihak yang terdiri dari  penggugat dan tergugat 

yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan 

hukum yang sama, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui keberadaannya 

maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana, penggugat dan tegugat berada di 

wilayah hukum yang sama, jika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili 

tergugat maka penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa 

insidentil atau wakil yang beralamat di wilah hukum tergugat dengan surat tugas 

dari institusi penggugat.  Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat gugatan 

sederhana maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang berarti gugatan 

sederhana tidak dapat dilanjutkan ke muka persidangan dan mencoret  gugatan 
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tersebut didalam buku register perkara serta mengembalikan sisa uang panjar ke 

penggugat. Hal ini dikarenakan syarat-syarat gugatan sederhana yang telah tertuang 

didalam  Peraturan Mahkamah Agung tersebut bersifat limitatif, apabila salah satu 

syarat saja tidak terpenuhi maka penyelesaian perkara tersebut tidak bisa 

dilanjutkan melalui mekanisme gugatan sederhana. 5 

Pada penelitian skripsi ini, penulis mengambil perkara Gugatan Sederhana 

di Pengadilan Negeri Lahat kelas II dengan putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht. 

Perkara tersebut merupakan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh PT. 

Asuransi Sinar Mas sebagai Tergugat, PT. BFI Finance Indonesia Tbk sebagai 

Turut Tergugat terhadap Irzan selaku Pengguggat. Akan tetapi konstruksi Turut 

Tergugat tidak terdapat didalam Gugatan Sederhana sebagaimana ketentuan pada 

pasal ayat 4 ayat (1) PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan 

Sederhana telah menentukan bahwa Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri 

dari Penggugat dan Tergugat yang  masing-masing tidak boleh lebih dari satu, 

kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam perkara tersebut hakim 

setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan dan mengambil kebijakan untuk 

melanjutkan perkara ke persidangan.  

Berdasarkan uraian di  atas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang berjudul : Implementasi Pemeriksaan Pendahuluan 

Dalam Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkmah 

 
5 M. Hosen dan Ageng Triganda Sayuti, “Implementasi Sistem Small Claims Court Dalam 

Perkara Perdata Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana,Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan 

Negeri Jambi” Jurnal Inovatif , Vol. 11 No. 4, September 2018, Jambi, Universitas Jambi, hlm.163.   
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Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 

1/Pdt.G.S/2022/PN Lht). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 

penulisan penelitian skripsi ini adalah :  

1. Bagaimana implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan 

sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt. 

G.S/2022/PN Lht? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan implementasi pemeriksaan 

pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan 

Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht? 

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan implementasi pemeriksaan 

pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan 

Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemeriksaan 

pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan 

Negeri Lahat Nomor 1/Pdt. G.S/2022/PN Lht 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi hambatan 

implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana 

dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan 

implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana 

dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapan memberikan manfaat baik itu teoritis maupun 

praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai 

pemeriksaan pendahuluan  perkara gugatan sederhana di Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya 

b. Menambah wawasan di dalam bidang hukum acara perdata yang 

berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan 

sederhana  

2. Manfaat Praktis 

a. Terhadap Hakim 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman bagi 

hakim dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan 

sederhana 
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b. Terhadap Masyarakat 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu bagi 

masyarakat mengenai pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan 

sederhana. 

c. Terhadap Peneliti 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu agar 

memperkaya pengetahuan peneliti mengenai pemeriksaan 

pendahuluan dalam perkara gugatan sederhana. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai 

implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan 

Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht, yang menjadi hambatan 

implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan 

Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht serta upaya mengatasi 

hambatan implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana 

dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Penegekan Hukum 

 Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 
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tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. 6 Berhasilnya penegakan hukum tentunya tidak lepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhi, dengan demikian akibat baik atau buruknya terletak 

pada isi faktor tersebut. Tolak ukur efektivitas penegakan hukum berkaitan erat 

dengan faktor.  

 Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bawa faktor 

penegakaan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, faktor-faktor  tersebut saling 

memiliki keterkaitan satu sama lain dan merupakan tolak  ukur dari efektivitas 

penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu :7 

a. Faktor Hukum 

Faktor hukum merupakan faktor penegakan  hukum yang memiliki 

keterkaitan dengan aturan hukum, hal ini merupakan titik awal dari 

proses penegakan hukum. Yang termasuk konsep hukum yaitu semua 

kaidah atau norma yang dijadikan sebagai patokan dalam berinteraksi 

sehingga terciptanya ketertiban dan keamanan, dalam hal ini dibatasi 

pada Undang-undang yang memiliki artian sebagai aturan tertulis yang 

berlaku secara umum. Dalam melakukan penegakan hukum di 

masyarakat sering terjadi ketidakselarasan antara kepastian hukum dan 

juga keadilan, kaidah yang tidak jelas sehingga menimbulkan 

multitafsir sehingga sering menimbulkan keraguan terhadap para 

 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2009, hlm.8 
7 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.8 
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subyek hukum. Dengan demikian jika tidak ada masalah dalam faktor 

hukum tersebut maka hukum yang berlaku dapat dianggap baik.  

b. Faktor Penegak Hukum 

Penegak hukum merupakan pihak yang membentuk dan juga yang 

menerapkan hukum. Setiap penegak hukum pastilah memiliki 

kedudukan dan peran masing-masing. Kedudukan yang merupakan 

suatu wadah yang isinya merupakan hak dan kewajiban. Hak dan juga 

kewajiban merupakan peranan. Keberhasilan dalam menakan hukum 

tidak lain dan tidak bukan berasal dari kepribadian penegak hukum itu 

sendiri.  

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum 

Sarana atau fasilitas merupakan hal yang sangat penting, hal ini 

dikarenakan tanpa adanya fasilitas atau sarana yang mendukung maka 

penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan baik. Sarana serta 

fasilitas mencakup tenaga manusia yang memiliki kemampuan, 

organisasi yang baik, serta peralatan yang memumpuni. 

d. Faktor Masyarakat 

Masyarakat sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan 

hukum, dikarenakan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

untuk masyarakat itu sendiri. Perlunya kesadaran hukum yang tinggi 

didalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik. 
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e. Faktor Kebudayaan 

Selain faktor masyarakat, sangat perlu memperhatikan nilai-nilai 

budaya dalam masyarakat. Semakin banyak penyesuaian antara 

perundang-undangan dengan kebudayaan masarakat, dengan demikian 

penegakan hukum akan semakin mudah dilakukan. 

  Penulis menggunakan teori penegakan hukum ini dalam rangka untuk 

membahas dan menganalisis apa saja yang menjadi hambatan implementasi 

pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN 

Lht dan Bagaimana upaya mengatasi hambatan implementasi pemeriksaan 

pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat 

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht. Dalam hal ini perlunya teori penegakan hukum 

untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan penegakan hukum 

tersebut, baik itu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat 

serta budaya.  

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Salah satu ciri yang  menonjol dalam negara hukum yaitu adanya the 

independence of judiaciry atau kekuasan hakim yang merdeka. Lembaga keadilan 

yang merdeka sangatlah penting dikarenakan pengadilan adalah pengawal dari 

konstitusi negara, unsur negara demokrasi adalah pengadilan yang bebas dan akar 

atau sumber negara hukum adalah pengadilan. 8   

 
8 A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, 

hlm. 20. 
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Hakim adalah pelaksana dari kekuasaan pengadilan. Dalam melaksanakan 

fungsi yudisialnya maka hakim haruslah diberi kebebasan, hal ini bertujuan agar 

hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak  di campur tangani atau di intervensi 

oleh para penguasa, pemerintah serta menghindari terjadinya intimidasi atau 

ancaman lainnya yang dapat memepengaruhi hakim sebelum mengadili, ketika 

mengadili dan setelah putusan.9 

Sikap hakim dalam memeriksa serta memutus suatu perkara haruslah 

dilakukan dengan sikap yang independensi  karena hal ini merupakan prinsip dari 

kekuasaan kehakiman yang merdeka.10 Fungsi utama hakim yaitu menjatuhkan 

putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam putusannya hakim 

mempunyai wewenang untuk memberi kekuatan kepada norma atau aturan hukum 

dalam perundang-undangan.  Dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif yang 

berarti para pihak yang berperkaralah yang harus menentukan ruang lingkup 

sangketanya. Hakim hanya akan memeriksa serta menerima mengenai hal yang 

diajukan oleh para pihak saja. Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan dalam 

membuat amar putusan melebihi petitum penggugat serta tidak boleh memperluas 

sangketa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.11 

 
9 Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan 

Kehakiman”, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1 No.1, September 2019, Makassar, CV. Social Politic 

Genius, hlm. 2.   
10 Josef M Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal 

Hukum Pro Justisia, Vol. 25 No. 2, April 2007, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 

132. 
11 Junaidi & M. Martindo Merta, “Asas Hakim Pasif Dalam Regelement Op De 

Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Regelement (Hir) 

Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Vol. 

13 No. 1, Mei 2020, Semarang, Universitas Wahid Hasyim, hlm. 8.  
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Mackenxie mengemukakan teori pendekatan yang digunakan oleh hakim 

dalam mempertimbangkan putusan dari suatu perkara, teori tersebut yaitu terdiri 

dari :12 

a. Teori Keseimbangan  

Teori keseimbangan terkait dengan syarat-syarat yang telah ditentukan 

oleh undang-undang serta kepentingan bagi para pihak yang 

bereperkara atau pihak yang memiliki keterkaitan baik itu pihak 

tergugat maupun pihak tergugat.  

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi 

Pendekatan seni dan instuisi digunakan dalam penentuan instink 

daripada pengetahuan hakim. Ketika menjatuhkan suatu putusan, 

hakim tentunya akan memperhatikan keadaan para pihak pencari 

keadilan baik itu penggugat dan tergugat. 

c. Teori Pendekatan Ilmuan 

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh didasari oleh intuisi 

atau hati nurani saja, namun juga diperlukan ilmu pengetahuan serta 

wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang akan diputusnya. 

Sistematik serta kehati-hatian sangatlah diperlukan dalam proses 

penjatuhan putusan.  

 

 

 
12 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, 

Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 105-113. 
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d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman tentunya hal yang akan sangat membantu hakim dalam 

menangani perkara. Dengan pengalaman tersebut seorang hakim akan 

mengetahui pengaruh dari putusan yang ia jatuhkan, baik itu pengaruh 

yang berkaitan langsung dengan para pihak yang berperkara maupun 

masyarakat. 

e. Teori Ratio Decindendi 

Teori Ratio Decindendi merupakan teori yang bertumpu pada landasan 

filosofis dasar atau filsafat dengan mempertimbangan atau 

memperhatikan semua aspek yang terkait dengan perkara yang diajukan 

yang kemudian mencari perundang-undangan yang memiliki 

keterkaitan dengan perkara yang ditangani,  hal ini tentunya akan 

menjadi dasar hukum dalam penjatuhan putusan oleh hakim.  Didalam 

pertimbangan hakim tentunya harus didasarkan upada keinginan untuk 

menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi pencar keadilan. 

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini dalam rangka untuk 

membahas dan menganalisis implementasi pemeriksaan pendahuluan dalam 

perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht, dalam hal ini 

pertimbangan hakim sangatlah penting untuk mewujudkan nilai-nilai dari putusan 

hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan 

bagi para pencari keadilan, dengan demikian kecermatan, baik serta ketelitian 

sangatlah penting dalam pertimbangan hakim.   
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G. Metode Penelitian 

 Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mana kegiatan tersebut biasanya 

memiliki keterkaitan dengan suatu analisa dan juga konstruksi yang mana hal 

tersebut juga nantinya akan dilakukan dengan cara metodologis, sistematis serta 

konsisten.13 Arti metodologis itu sendiri bermakna bahwa hal tersebut haruslah 

sesuai dengan cara atau metode tertentu, sistematis berarti hal tersebut haruslah 

sesuai dengan suatu sistem sesuai dengan perencanaan dan yang terakhir adalah 

konsisten yang memiliki arti bahwa suatu kerangka tersebut tidak memiliki hal yang 

kontradiktif.  

1. Jenis Penelitian 

Menurut pendapat Yulius Slamet, suatu jenis penelitian dibagi menjadi dua 

yaitu berdasarkan kepada tujuannya dan atas dasar kegunaannya. Berdasarkan 

tujuannya jenis penelitian sendiri terbagi menjadi penelitian eksploratoris, 

deskriptif dan juga penelitian eksplanatoris. Sedangkan penelitian atas dasar 

kegunaannya terdiri dari penelitian murni dan juga terapan.14 

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka dalam 

penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian hukum yaitu penelitian yuridis 

empiris. Kajian metode penelitian empiris yaitu suatu keadaan yang terjadi di dalam 

kehidupan yang mana hal tersebut didasarkan pada suatu bukti yang didapatkan saat 

 
13 I Gusti Ketut Ariawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif”,  Kerta Widya Jurnal 

Hukum, Vol. 1  No. 1, Desember 2013, Bali, Fakultas Hukum Universitas Panji  Sakti, hlm. 23. 
14 Yulius Slamet, Metode Penelitian Sosial, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 

2006,  hlm.65. 
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melakukan pengamatan langsung di lapangan. 15 Penelitian hukum empiris ini 

sebagai cara untuk memahami hukum dengan cara observasi, wawancara ataupun 

angket. 16 

2. Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian hukum empiris terdapat banyak pendekatan yang digunakan 

baik secara terspisah ataupun secara berkelompok atau kolektif tergantung dengan 

permasalahan apa yang akan diteliti. Jenis pendekatan tersebut yaitu :17 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti isi dalam suatu perundang-

undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. 18 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini membahas tentang penerapan aturan-aturan atau kaidah 

hukum dalam praktiknya yang bertujuan agar  mengetahui apa pengaruh 

dimensi penormaan didalam suatu aturan hukum dalam suatu aturan 

hukum. 19 

c. Pendekatan Sosiologis (Sosiological Approach) 

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan penelitian terhadap efektif 

atau tidaknya hukum yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan ini 

 
15 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 

86. 
16 Jonaedi Efendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif  dan Empiris,  Jakarta, Kencana, 

2016, hlm. 3.  
17 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 

96. 
18 Amiruddin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2018, hlm. 164. 
19 Jonaedi Efendi dkk, Op.Cit., hlm. 17. 
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dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yang bertujuan agar 

mendapatkan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan. 20 

3. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian 

ini adalah data primer, skunder dan tersier. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang 

didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Lahat.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh  dari membaca dan   

memahami buku-buku, Undang-undang serta bahan bacaan lainnya yang 

memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.  

1) Bahan Hukum Primer 

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

 
20 Ibid., hlm. 152. 
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d. Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herziene Indlansch 

Reglement) 

e. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah  

Agung (Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  

Nomor  3;  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4958) 

f. Undang-Undang   Nomor   49   Tahun   2009   tentang   

Peradilan   Umum (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   

Tahun   2009   Nomor   158;Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5077) 

g. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder terdiri dari kepustakaan baik itu literatur 

ataupun referensi-referensi yang memiliki keterkaitan dengan 

Hukum Acara Perdata dan mengenai Gugatan Sederhana. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 

sekunder. 

4. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II yang beralamat 

di Jl. H. Burlian, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera 

Selatan, 31414. 
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5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi populasi yaitu seluruh pihak 

di Pengadilan Negeri Lahat yang keterkaitan dengan  Implementasi 

Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Perkara Gugatan Sederhana 

Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019 Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht. 

b. Sampel   

Sampel adalah bagian daripada populasi yang bertujuan untuk mengambil 

keterangan dengan cara melakukan wawancara. Dalam penulisan 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik Purposive sampling dimana 

penarikan sampel ditentukan sendiri oleh penulis serta sempel itu sendiri 

telah memenuhi kriteria tertentu. Hal ini berdasarkan dengan penelitian 

melalui pertimbangan yang relevan atau sesuai dengan ciri-ciri 

permasalahan hukum yang akan diteliti. Sampel yang diwawancarai 

tersebut mengenai Implementasi Pemeriksaan Pendahuluan Dalam 

Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019 Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht, yang 

akan diwawancarai yaitu 1 (satu) hakim di Pengadilan Negeri Lahat.  
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpalan data yang digunakan oleh penulis yaitu : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah cara yang dalam pengumpulan datanya 

didapatkan melalui memahami, membaca, mengutip suatu dokumen 

perundang-undangan, jurnal dan lainnya. Tentunya dokumen-dokumen 

tersebut memiliki keterkaitan dengan Pemeriksaan Pendahuluan dalam 

Perkara Gugatan Sederhana. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah cara untuk mengumpulkan data yang didapatkan 

dengan melakukan penelitian langsung atau terjun langsung ke lapangan 

dimana objek penelitian yang sedang diteliti berada.  

c. Wawancara 

Penulis mengajukan wawancara komunikasi 2 (dua) arah yang berisi tanya 

jawab yang akan diajukan kepada 1 (satu) Hakim di Pengadilan Negeri 

Lahat dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara 

dilakukan. 

 

7. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara 

mengelompokan data yang telah didapat secara sistematis ke dalam kumpulan data 

baik itu dari hasil penelitiaan kepustakaan, penelitian lapangan dan juga 

wawancara. Data akan diperiksa dahulu agar mengetahui apakah data yang telah 
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didapat tersebut benar dan berdasarkan pada pertanyaan penelitian. Data mentah 

dari hasil penelitian dilapangan akan dilakukan proses pengolahan  terlebih dahulu. 

8. Analisis Data 

Penulis menggunakan analisis data kualitatif. Data kualitatif berupa 

dokumen yang tertulis dan yang tidak tertulis dan juga yang berupa cerita. 21 Data 

tersebut merupakan data primer yang berupa hasil dari wawancara dilapangan serta 

data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisa secara kualitatif, sehingga langkah 

selanjutnya yaitu dibahas secara deskripstif dengan menguraikan permasalahan dan 

penyelesaiannya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

9. Penarikan Kesimpulan 

Penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Proses berfikir induktif 

merupakan cara pengambilan kesimpulan yang berawal dari fakta atau data khusus 

berdasarkan hasil pengamatan empiris, disusun, dikaji dan diolah untuk demikian 

ditarik maknanya  dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.22 

 

 

 

 

 

 

 
21 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm. 22. 
22 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm. 

93. 
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